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Warta Kota

DKI Diminta Tak Potong TKD Tenaga Kesehatan

Gambir, Warta Kota

Komisi A DPRD DKI me-
minta Pemprov DKI untuk
tidak memangkas (unjangan
kinerja daerah (TKD) tenaga
kesehatan. Sebab peran me-
reka sangat penting dalam
menghadapi pandemi Covid-
19.

“Peran mereka sudah be-
gitu besar dalam memerangi
Covid-19 karena bersentuh-
an langsung dengan pasien
yang lerjangkit Covid-19."
kata Ketua Komisi A DPRD
DKI Jakarta Mujiyono saat
dikonfirmasi Sabtu (16/5).
Mujiyono mengatakan, pe-
niadaan pemotongan TKD
tenaga medis merupakan
wujud apresiasl pemerintah
kepada mereka,

“DKI harus hitung ulang
penyesuaian anggaran, agar
tenaga medis ini tidak Ler-
dampak juga. Malah kebu-

tuhan mereka harus didu-
kung penuh,” ujar Mujiyono
dari Fraksi Partai Demokrat
inl.

Rencananya, mulai bulan
Mei Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta akan memotong TKD
bagi ASN sebesar 50 persen.
Pemotongan TKD ASN ini di-
lakukan untuk penyesuaian
kemampuan anggaran pe-
merintah daerah saat meng-
hadapi pandemi Covid-19,
Mujiyono juga meminla agar
DKI membayarkan kembali
TKD ASN yang dipotong itu
pada saat ekonomi membaik
nanti. TKD ASN yang dipo-
tong inl mencapai Rp 408,73
miliar per bulan.

"Memang bagus untuk
penghematan, tapi saya
minta agar pemerintah
mengganti lagi TKD yang
telah dipotong itu pada
saat ekonomi membalik, ta-

DKI harus hitung
ulang penye-
suaian anggaran,
agar tenaga me-
dis ini tidak ter-
dampak juga.

Mujiyono
Ketua Komisi A
DPRD DKI Jakarta

hun depan,” kata Mujivono
“Jangan sampai hak TKD
mereka hangus. Kalau mau
disesuaikan, sektor lain saja,

seperli anggaran formula E,
pembebasan lahan dan lain-
nya,” tambahnya
Sebelumnya, Kepala
Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) DKI Jakarta, Chaidir
mengatakan, tunjangan ASN
itu disesuaikan dengan kon-
traksi ekonomi yang terdam-
pak Covid-19 yang mempe-
ngaruhi APBD DKI Jakarta.
Menurutnya, pemotongan
TKD direncanakan hingga
50 persen yang akan dimulai
pada bulan Mei ini.
“Keputusannya sedang
dirancang. Saat Pendapatan
Daerah stabil, (Pembayaran
TKD) akan kembali normal.
Tapi semua tenaga medis
dan paramedis yang mena-
ngani langsung Covid-19 itu
dikecualikan. Kalau yang ti-
dak menangani Covid- 19, te-
tap dipangkas.” ujar Chaidir.
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